BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR

NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 01
TAHUN 2011 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan
Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

bahwa berdasarkam pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Banjar tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan
Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5568);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang
pengendalian Jumlah  Komulatif Defisit Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah serta Jumlah Komulatif Pinjaman
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4287) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembarn Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972),
sebagaimana yang diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Peraturan Pemerintah Nomor S5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembarn Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

21.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5423);

24.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5887);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
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27.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

28. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jsa sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun
2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 5);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011
Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor
13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor
12);

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR

dan
BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 01
TAHUN 2011 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Banjar Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Banjar Nomor 01), diubah sebagai berikut :
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1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1
Daerah adalah Kabupaten Banjar.

2. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai
penyelenggara pemerintah daerah.

5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Bupati adalah Bupati Banjar.

7. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang
berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan
uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan
dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

9. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

11. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang
dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati dan mengikat
secara umum.

12. Peraturan Bupati adalah peraturan yang ditetapkan oleh Bupati sebagai
pelaksananan dari Peraturan Daerah yang bersifat mengatur dan
mengikat secara umum.

13. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah
perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang.

14. Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa
program.
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15. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku
pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan
pengelolaan keuangan daerah.

16. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelola Keuangan Daerah adalah Bupati
yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan
keseluruhan pengelolaan keuangan daerah dan mempunyai kewajiban
menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan
tersebut kepada DPRD.

17. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai
tugas melaksankan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara
umum daerah.

18. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah
pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa.

19. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah
PPKD, yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum
Daerah.

20. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD
adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas bendahara
umum daerah.

21. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang
dipimpinnya.

22. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
barang milik daerah.

23. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

24. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat
PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha
keuangan pada SKPD.

25. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK
adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau
beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

26. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada SKPD.

27. Bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan
mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam
rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

28. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang
ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan
daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

29. Rekening Kas umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang
daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh
pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

30. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
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31. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.

32. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih.

33. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

34. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan
daerah dan belanja daerah.

35. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan
daerah dan belanja daerah.

36. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun
anggaran berikutnya.

37. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA
adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran
selama satu periode anggaran.

38. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah
menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang
dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar
kembali.

39. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada
pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai
dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan
peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

40. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah
daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai
dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian,
atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

41. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung
kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat
dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

42. Investasi adalah penggunaan asset untuk memperoleh manfaat
ekonomis seperti bunga, deviden, royalty, manfaat social dan/atau
manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah
dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

43. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiuatan/program yang akan atau
telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan
kuantitas dan kualitas yang terukur.

44. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu
yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan
nasional.

45. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang
berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang
disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi
SKPD.

46. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau
lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran
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terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan
pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya
manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau
kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut
sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam
bentuk barang/jasa.

47. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau
keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

48. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan
yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan
program dan kebijakan.

49. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya
keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

50. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode S (lima)
tahun.

S51. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

52. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD
adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan
dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan
serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan
APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan
pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

53. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-
SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD
sebgai dasar penyusunan APBD.

54. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daedrah yang
selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran
badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum
Daerah.

55. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan
pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu)
tahun.

56. Prioritas dan plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat
PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal
anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai
acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.

57. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-
SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja
setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh
pengguna anggaran.

58. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
yang selanjutnya disingkat DPA-PPPD adalah Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara
Umum Daerah.

59. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya
disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan
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pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan perubahan anggaran dan pengguna anggaran.

60. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat
DPAL adalah dokumen yang memuat sisa belanja tahun sebelumnya
sebagai dasar pelaksanaan tahun berikutnya.

61. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang
bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk
mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan
kegiatan dalam setiap periode.

62. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan
dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang
pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.

63. Bantuan Operasional Sekolah, yang selanjutnya disingkat BOS
merupakan dana yang digunakan terutama untuk biaya non personalia
bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

64. Hibah adalah pemberian uang/ barang atau jasa dari pemerintah
daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan
daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik
telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak
mengikat, serta tidak terus menerus yang bertujuan untuk menunjang
penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

65. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uan/barang dari
pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok
dan/ataumasyarakata yang sifatnya tidak secara terus menerus dan
selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya
resiko sosial.

66. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah
program pemerintah yang bertujuan memberikan kepastian jaminan
kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia untuk dapat
hidup sehat, produktif dan sejahtera sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

67. Bantuan Operasional Kesehatan yang selanjutnya disingkat BOK adalah
bantuan dana dari pemerintah melalui Kementrian Kesehatan dalam
membantu pemerintah kabupaten/kota melaksanakan pelayanan
kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan
menuju Milenium Develovment Goals (MDGs) dengan meningkatkan
kinerja Puskesmas dan jaringannya serta Poskesdes dan Posyandu
dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan promotif dan preventif
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disispkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 10A
sehingga Pasal 10 A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10A

(1) Pengguna Anggaran dapat menunjuk Pejabat/Pegawai pada SKPD yang
telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan di
bidang pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai PPK.

(2) Dalam hal pejabat/pegawai pada SKPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tidak ada yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai
PPK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan
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barang/jasa pemerintah, Pengguna Anggaran atau Pejabat Eselon II

bertindak sebagai PPK.

3. Ketentuan Pasal 11 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (6) sehingga Pasal
11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11
(1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang daerah dalam
melaksanakan tugasnya dapat mendelegasikan sebagian

kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa
pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

(2) Delegasi sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran
jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, dan/atau
pertimbangan obyektif lainnya.

(3) Delegasi sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Bupati Banjar atas usul Kepala SKPD.

(4) Delegasi sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi :

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
anggaran belanja;

b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam
batas anggaran yang telah ditetapkan;

e. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya, dan

g. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya
berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna
anggaran.

(5) Kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang bertanggung jawab
atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna
barang daerah.

(6) Dalam pengadaan barang/jasa, Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat bertindak sebagai PPK sesuai peraturan
perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

4. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 41

(1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2)
huruf e di gunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang
bersifat sosial kemasyarakatan dalam betuk uang dan / atau barang
kepada seseorang, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang
mengalami guncangan dan kerentangan sosial agar dapat tetap hidup
secara wajar.

(2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara
selektif, tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan
penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan daerah dan
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak
mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan
tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
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(4) Bantuan sosial dalam bentuk uang kepada seseorang dan/ atau
keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari bantuan sosial
kepada individu dan/ atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak
dapat direncanakan sebelumnya.

(5) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
di alokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas
nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.

(6) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko
sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang
apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang
lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

(7) Pagu alokasi yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang
direncanakan sebagaimana di maksud pada ayat (5).

5. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 43

(1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2)
huruf g digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang
bersifat umum atau khusus dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah
desa dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan
keuangan dan kepada Partai Politik sebagai dana Penunjang kegiatan
pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik.

(2) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya
kepada pemerintah desa penerima bantuan.

(3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh
Pemerintah Daerah pemberi bantuan.

(4) Pemberi bantuan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping anggaran
pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.

(5) Khusus kepada partai politik, bantuan diberikan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam Bantuan
Keuangan.

6. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 48

(1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2)
huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa
yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam
melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah, termasuk
barang yang diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak
ketiga.

(2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa belanja
barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi,
perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa
rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat,
sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman,
pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-
hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan
pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi dan lain-lain
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pengadaan barang/jasa, dan belanja lainnya yang sejenis serta
pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual
kepada masyarakat atau pihak ketiga.

7. Diantara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 46A,
sehingga Pasal 46A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46A

(1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dapat mengikat dana
anggaran :

a. untuk 1 (satu) tahun anggaran; atau

b. lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk kegiatan tahun
jamak sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
harus memenuhi kriteria sekurang-kurangnya :

a. Pekerjaan kontruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis
merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan satu output yang
memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan: atau

b. Pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus
tetap Dberlangsung pada pergantian tahun anggaran seperti
penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara,
makanan dan obat di rumah sakit, layanan pembuangan sampah dan
pengadaan jasa cleaning service.

(3) Penganggaran kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) berdasarkan persetujuan DPRD yang dituangkan dalam nota
kesepakatan bersama antara Bupati dan DPRD.

(4) Nota kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan nota kesepakatan
KUA dab PPAS pada tahun pertama rencana pelaksanaan kegiatan
tahun jamak.

(5) Nota kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
sekurang-kurangnya memuat :

a. Nama kegiatan;

b. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan;
c. Jumlah anggaran; dan

d. Alokasi anggaran pertahun.

(6) Jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tidak melampaui akhir tahun masa jabatan
Bupati berakhir.

8. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 58

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 54 ayat (2) huruf c¢ digunakan antara lain untuk
menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah/ Badan Usaha
Milik Daerah dan hasil divestasi penyertaan modal Pemerintah Daerah.

9. Diantara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipka 3 (tiga) Pasal yaitu Pasal SO0A,
Pasal 50B, Pasal 50C, sehingga Pasal 50A, Pasal 50B, Pasal 50C berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 50A
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(1)Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan
Pendidikan di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Pelaporan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah disajikan
dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 50B

(1)Pengelolaan dana JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik
Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2)Pelaporan pengelolaan dana JKN disajikan dalam laporan keuangan
Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 50C

(1)Pengelolaan dana BOK pada pusat kesehatan masyarakat dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Pelaporan pengelolaan dana BOK disajikan dalam laporan keuangan
Pemerintah Derah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

10. Ketentun Pasal 63 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (5) dan ayat (6)
sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

(1)Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera
diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas
dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas)
bulan.

(2)Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup
deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (duabelas)
bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian Surat Utang
Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat
Perbendaharaan Negara (SPN).

(3)Investasi jangka panjang digunakan untuk menampung penganggaran
investasikan yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas)
bulan yang terdiri dari investasi permanen dan non permanen.

(4)Investasi jangka panjang pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila
jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah
ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(S)Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah
tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pada
tahun-tahun sebelumya, tidak diterbitkan peraturan daerah tersendiri
sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi
jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah
tentang penyertaan modal.

(6)Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan
modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam
peraturan daerah tentang penyertaan modal, dilakukan perubahan
peraturan daerah tentang penyertaan modal yang berkenaan.

11. Ketentuan huruf b Pasal 75 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
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Pasal 75

Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) disusun
dengan tahapan sebagai berikut :

a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;

b. menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan yang
disinkronisasikan dengan prioritas dan program nasional yang
tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah setiap tahun; dan

c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing
program /kegiatan.

12. Ketentuan Pasal 76 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 76

(1)Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 73 ayat (2) disampaikan Bupati kepada DPRD paling lambat
pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam
pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.

(2)Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD
bersama Badan anggaran DPRD.

(3)Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS
paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.

13. Ketentuan Pasal 88 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 88

(1) Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang
terdiri atas:

a. ringkasan penjabaran APBD; dan

b. penjabaran APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi,
program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan,
belanja dan pembiayaan.

(2) Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD mememuat
penjelasan sebagai berikut :

a. untuk pendapatan mencakup dasar hukum.

b. untuk belanja mencakup lokasi kegiatan dan belanja yang bersifat
khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, sumber
pendanaannya dicantumkan dalam kolom penjelasan; dan

c. untuk pembiayaan mencakup dasar hukum dan sumber penerimaan
pembiayaan untuk kelompok penerimaan pembiayaan dan tujuan
pengeluaran pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan.

14. Ketentuan Pasal 93 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 93

(1) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal
91 ayat (5) tidak menetapkan persetujuan bersama dengan Bupati
terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Bupati
melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD
tahun anggaran sebelumnya.

(2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk
belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
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(3) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus
dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk
keperluan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja
pegawai, belanja barang dan jasa.

(4) Belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan
pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan
kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

15. Ketentuan ayat (2) Pasal 103 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 103
(1)Pada SKPKD disusun DPA-SKPD dan DPA PPKD.

(2)DPA-SKPD  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
program/kegiatan.

(3) DPA-PPKD digunakan untuk menampung :

a. pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan
hibah;

b. belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial,
belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak
terduga; dan

c. penerimaan, pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

16. Ketentuan ayat (2) huruf d Pasal 139 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 139

(1) Saldo anggaran lebih tahun sebelumnya merupakan sisa lebih perhitungan
tahun anggaran sebelumnya.

(2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya
harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 133 ayat (1) huruf c dapat berupa :

a. membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang
melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (2);

b. melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang;

c. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS akibat adanya kebijakan
pemerintah;

d. mendanai kegiatan lanjutan (DPAL) yang telah ditetapkan dalam DPA-
SKPD tahun sebelumnya, untuk selanjutnya ditampung dalam
peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran berikutnya;

e. mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan
sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun
anggaran berjalan; dan

f. mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan
dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA_SKPD tahun anggaran
berjalan yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir
penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

17. Ketentuan Pasal 140 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 140

(1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1)
huruf d sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
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a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah
dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c. berada diluar kendali an pengaruh pemerintah daerah; dan

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

(2)Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya
diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.

(3)Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan belanja tidak
terduga.

(4)Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan
dengan cara :

a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target
kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran
berjalan; dan/atau

b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

(5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk belanja
untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam
Peraturan Daerah tentang APBD.

(6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) mencakup :

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya
belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan ; dan

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

(7) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya
dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam pada
ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.

(8)Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali
untuk kebutuhan tanggap darurat bencana.

elanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksu

9)Belanja kebutuh d b bagai dimaksud
pada ayat (8) dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja
tidak terduga.

(10) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud
pada ayat (8) digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan
korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana,
kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan
kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.

(11) Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban
belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud
pada ayat (10) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. setelah ketetapan tanggap darurat bencana oleh Bupati, Kepala SKPD
yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana mengajukan
Rencana Kebutuhan Belanja tanggap darurat bencna kepada PPKD
selaku BUD;

b. PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada
Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana
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paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rencana
Kebutuhan Belanja;

c. pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan
mekanisme TU dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD
yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;

d. penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat buku kas umum
tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang
melaksanakan fungsi penanggulangan bencana,;

e. Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana
bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan
dana tanggap darurat bencana yang dikelolanya; dan

f. pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana
disampaikan oleh Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi
penanggulangan bencana kepada PPKD dengan melampirkan bukti-
bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan
tanggungjawab belanja.

(12) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan
APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum
tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam
laporan realisasi anggaran.

(13) Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (12) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk
dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh
persetujuan Sekretaris Daerah.

(14) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan
darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) terlebih
dahulu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

18. Ketentuan ayat (1) huruf g Pasal 157 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 157
(1)Untuk pelaksanaan APBD, Bupati menetapkan :
a. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;
b. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;
c. pejabat yang diberi wewenang mengesahkan SPJ;
d

. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;

¢]

. bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;

=

bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja
subsidi, belanja hibah, belanja bantuan social, belanja bagi hasil,
belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pengeluaran
pembiayaan pada SKPKD;

g. bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran
pembantu SKPD; dan

h. pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD.

(2)Penetapan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h
didelegasikan oleh Bupati kepada Kepala SKPD.

(3)Pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup :

a. PPK-SKPD yang diberi wewenang melaksanakan fungsi tata usaha
keuangan pada SKPD ;
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b. PPTK yang diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapa
kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya ;

c. pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti
pemungutan pendapatan daerah ;

d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan kas
dan bukti penerimaan lainnya yang sah ; dan

e. pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendahara
pengeluaran.

(4)Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
dilaksanakan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

19. Ketentuan Pasal 183 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 183

(1)Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran yang
diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

(2)Kelengkapan dokumen SPM-UP untuk penerbitan SP2D adalah surat
pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran.

(3)Kelengkapan dokumen SPM-GU untuk penerbitan SP2D mencakup :
a. surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran,;

b. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap sesuai dengan kelengkapan
persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

(4) Kelengkapan dokumen SPM-TU untuk penerbitan SP2D adalah surat
pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran.

(5) Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D mencakup :

a. surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran; dan

b. bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan
kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan.

(6) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dinyatakan lengkap, kuasa BUD menerbitkan SP2D.

(7) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran
tersebut melampaui pagu anggaran, kuasa BUD menolak menerbitkan
SP2D.

(8) Dalam hal kuasa BUD berhalangan, yang bersangkutan dapat
menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SP2D.

20. Ketentuan Pasal 193 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 193

(1) Pemerintah Daerah menyusun sistem akuntansi Pemerintah Daerah
yang mengacu pada standar akuntansi pemerintah.

(2) Sistem akuntansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(3) Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan
data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan
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dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat
dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

(4) Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didokumentasikan dalam
bentuk buku jurnal dan buku besar, dan apabila diperlukan ditambah
dengan buku besar pembantu.

(5) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), entitas pelaporan menyusun laporan
keuangan yang meliputi : laporan realisasi anggaran, neraca, laporan
arus kas, catatan atas laporan keuangan, laporan operasional, laporan
saldo anggaran lebih dan laporan perubahan ekuitas.

(6) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) etintas akuntansi penyusunan laporan
keuangan yang meliputi : laporan realisasi anggaran, neraca, catatan
atas laporan keuangan, laporan ekuitas dan laporan opersional.

21. Ketentuan Pasal 196 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 196

(1)Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang kebijakan akuntansi
pemerintah daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi
pemerintahan.

(2)Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban,
ekuitas, pendapatan, belanja, beban dan pembiayaan serta laporan
keuangan.

22. Ketentuan Pasal 202 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;
Pasal 202

(1) SKPD menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD secara periodik yang meliputi : laporan realisasi anggaran SKPD,
neraca SKPD, catatan atas laporan keuangan SKPD, laporan
perubahan ekuitas SKPD dan laporan operasional SKPD.

(2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan
pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan.

23. Diantara Pasal 210 dan Pasal 211 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal
210A sehingga Pasal 210A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 210A

Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam)
bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 disampaikan
kepada DPRD dan Menteri Dalam Negeri paling lambat akhir bulan Juli
tahun anggaran berkenaan.

24. Ketentuan Pasal 212 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 212

(1) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat
(1) disampaikan kepada Bupati melalui PPKD paling lambat 2 (dua)
bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh
pejabat pengguna anggaran sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang
berada di SKPD yang menjadi tanggungjawabnya.

(3) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri
dari: laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan
keuangan, laporan perubahan ekuitas dan laporan operasional.
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(4) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri
dengan surat pernyataan kepala SKPD bahwa pengelolaan APBD yang
menjadi tanggungjawabnya telah diselenggarakan berdasarkan system
pengendalian intern yang memadai dan standar akuntansi
pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

25. Ketentuan Pasal 213 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 213

(1)PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dengan cara
menggabungkan laporan-laporan keuangan SKPD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 165 ayat (3) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah
berakhirnya tahun anggaran berkenaan.

(2)Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala daerah melalui
sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah
dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

(3)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. laporan realisasi anggaran;
b. neraca;
c. laporan arus kas;
d. catatan atas laporan keuangan;
e. laporan perubahan ekuitas;
f. laporan operasional; dan
g. laporan saldo anggaran lebih.

(4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan
disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang
standar akuntansi pemerintahan.

(5) Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilampiri dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan
keuangan BUMD /perusahaan daerah.

(6) Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilampiri dengan Surat Pernyataan Bupati yang menyatakan
pengelolaan APBD yang menjadi tanggungjawabnya  telah
diselenggarakan berdasarkan system pengendalian intern yang
memadai, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

26. Diantara Pasal 213 dan Pasal 214 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal
213A, sehingga 213A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 213A

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat
(3) huruf a, disampaikan oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri paling
lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

27. Ketentuan Pasal 215 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 215

(1) Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggung- jawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat
6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(2) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca,
laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, laporan perubahan
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ekuitas, laporan operasinal, laporan saldo anggaran lebih, serta
dilampiri dengan kinerja yang telah diperiksa BPK dan ikhtisar laporan
keuangan badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah.

Ketentuan ayat (2) Pasal 216 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;
Pasal 216

(1)Apabila sampai batas waktu 2 (dua) bulan setelah penyampaian laporan
keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1), BPK belum
menyampaikan hasil pemeriksaan, Bupati menyampaikan Rancangan
Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
kepada DPRD.

(2JRancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilampiri dengan laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas,
catatan atas laporan keuangan, laporan perubahan ekuitas, laporan
opersional dan laporan saldo anggaran lebih dan laporan kinerja yang
isinya sama dengan yang disampaikan kepada BPK.

Ketentuan Pasal 226 ditambah 1 ayat yaitu ayat (4) sehingga Pasal 226
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 226

(1) Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar
hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) Bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain
yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan
kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan
keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.

(3)Kepala SKPD dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah
mengetahui bahwa dalam SKPD yang bersangkutan terjadi kerugian
akibat perbuatan dari pihak manapun.

(4)Hal-hal yang berkenaan dengan tuntuntan ganti rugi yang mengangkat
pegawai negeri sipil bukan bendahara atau pejabat lain diatur lebih
lanjut dalam Peraturan Bupati tentang Tuntutan Perbendaharaan dan
Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR).

Ketentuan Pasal 229 diubah, sehngga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 229

Bupati dapat menetapkan SKPD atau unit kerja pada SKPD yang tugas
pokok dan fungsinya bersifat operasional dalam menyelenggarakan
pelayanan umum dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 11
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 23 Januari 2018

BUPATI BANJAR,
Ttd
H. KHALILURRAHMAN
Diundangkan di Martapura

pada tanggal 23 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

H. NASRUN SYAH
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN ( S /2018)
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 01
TAHUN 2011 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

A. UMUM

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah peraturan pelaksana dari
pasal 155 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dan merupakand dasar hukum sertaacuan
dalam menyusun peraturan daerah terkait pokok-pokok pengelolaan
keuangan daerah. Seiring dengan dinamika yang terjadi, terjadi
perubahan-perubahan terhadap permendagri tersebut. Perubahan pertama
adalah dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah.
Perubahan kedua adalah dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah. Dengan demikian maka Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan keuangan Daerah
Kabupaten Banjar perlu disesuaikan dan disempurnakan demi
mengingkatkan tertibnya administrasi dalam pengelolaan keuangan
daerah.

B. PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Angka 1 Cukup Jelas
Angka 2 Cukup Jelas
Angka 3 Cukup Jelas
Angka 4 Cukup Jelas

Angka 5 Pasal 43 ayat (2) bantuan bersifat umum dapat berupa DD dan
ADD

Angka 6 Cukup Jelas
Angka 7 Cukup Jelas
Angka 8 Cukup Jelas
Angka 9 Cukup Jelas
Angka 10 Cukup Jelas
Angka 11 Cukup Jelas
Angka 12 Cukup Jelas
Angka 13 Cukup Jelas
Angka 14 Cukup Jelas
Angka 15 Cukup Jelas
Angka 16 Cukup Jelas
Angka 17 Cukup Jelas
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Angka 18 Cukup Jelas
Angka 19 Cukup Jelas
Angka 20 Cukup Jelas
Angka 21 Cukup Jelas
Angka 22 Cukup Jelas
Angka 23 Cukup Jelas
Angka 24 Cukup Jelas
Angka 25 Cukup Jelas
Angka 26 Cukup Jelas
Angka 27 Cukup Jelas
Angka 28 Cukup Jelas
Angka 29 Cukup Jelas
Angka 30 Cukup Jelas
Pasal II
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 3
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